SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2y TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemberantas
Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan
komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten
Landak untuk melaporkan kekayaannya;

c. bahwa dengan adanya permintaan Komisi Pemberantas
Korupsi (KPK) melalui MCP KPK (Monitoring Center For
Prevention Komisi Pemberantas Korupsi) tentang laporan Harta
Kekayaan Kepala Desa, Staf Khusus Bupati dan Ajudan Bupati di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Melalui Aplikasi e-
LHKPN tahun 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Landak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi, Dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 57), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1536);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Pasal I

Ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Landak Nomor 36 Tahun 2022 Tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 36), di
ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Landak terdiri dari:

Bupati;

Wakil Bupati;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

. Pejabat Administrator yang berstatus selaku Pengguna Anggaran;

Kepala Desa Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Fungsional Auditor;

Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di

Daerah;

Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;

Ajudan Bupati; dan

Staf Khusus.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 med 2023
Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL
Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 24 Wel 201
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR .|
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTR SH
NIP. 19661128199#022001




